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ABSTRAK

PNYELESAIAN PERSELISIHAN KEPENTINGAN TERHADAP
PEMBAHARUAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA DALAM PUTUSAN
NOMOR 38/PDT.SUS-PHI/2023/PN PDG

Aisyah Az Zahra, 1910111073, Universitas Andalas, Hukum Perdata
Murni, 84 Halaman, 2026

Setelah berakhirnya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Kencana Sawit Indonesia
(PT KSI) Tahun 2018-2020, pihak PT KSI dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh
berunding membentuk PKB selanjutnya yang mengakibatkan Perselisihan
Kepentingan, hal ini disebabkan pihak perusahaan yang ingin melakukan efisiensi
berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan
Kerja. Peraturan tersebut sudahtidak; lagi<memuat terkait Upah Penggantian Hak
(UPH) 15% bagi pekerja pensiun yang dipertahankan'oleh pihak serikat pekerja
untuk tetap dimuat dalam PKB baru, hal ini kemudian menimbulkan kebuntuan
kesepakatan. Adapun rumusan masalah pada skripsi ini sebagai berikut: 1.
Bagaimana proses penyelesaian perselisihan kepentingan terhadap perubahan isi
perjanjian kerja bersama pada Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg? 2.
Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara perselisihan kepentingan
terhadap perjanjian kerja bersama pada Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2023/PN
Pdg? menggunakan metode yuridis empiris dengan mengombinasikan studi dokumen
hukum dengan data lapangan melalui wawancara untuk mendapatkan data primer.
Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa proses penyelesaian sengketa
kepentingan ini bermula dari perundingan bipartit yang secara ketentuan paling lama
harus selesai 30 hari kerja berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2004
tentang PPHI, namun pada kenyataannya di PT KSI perundingan yang melampaui
batas waktu tersebut tetap dinilai sah demi hukum atas dasar asas otonomi para pihak
dan iktikad baik sesuai Pasal 1338 KUHPerdata. Pada tahap tripartit, mediator yang
seharusnya bertindak secara objektif dalam menjalani fungsi memeriksa duduk
perkara sesuai Pasal 13 UU PPHI, justru terkesan mengabaikan aspek perlindungan
hak pekerja. Terkait dengan pertimbangan hakim dalam memutus perkara, meskipun
manajemen perusahaanmemiliki-argumen efisiensi.yang berlindung di balik aturan
PP No. 35 Tahun 2021 jo. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Majelis Hakim
melakukan penemuan hukum berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman dengan tetap mewajibkan komponen UPH 15%
khusus bagi pekerja yang pensiun demi menegakkan keadilan substantif dan
perlindungan kemanusiaan.
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Hakim.



